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RINGKASAN

Di Dalam pengelolaan dan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan, dan pembukuan dana desa, sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun
2014. Beberapa siklus yang terus menerus menyatu dari satu tingkat ke tingkat
berikutnya untuk membangun pengelolaan keuangan desa. Anggaran
mengendalikan pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada tanggung
jawab, akuntabilitas, dan partisipasi. Sebelum disahkannya UU Desa No. 6
Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan bagi penyelenggaraan
keuangan desa. Penerapan pengelolaan keuangan desa memicu upaya
pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh Kementerian Keuangan.
Banyak dari tantangan ini mungkin sulit untuk memperluas dan mendistribusikan
pertumbuhan daerah secara merata, yang merupakan salah satu tujuan kebijakan
dana desa.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa ialah hal yang harus lebih diperhatikan.
Penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang pengelolaan dana desa. untuk mengetahui bagaimana Desa
Sumberejo mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tahun 2014 Peraturan
Pengelolaan Keuangan Desa No. 113 merupakan tujuan dari penelitian .

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa
meliputi perancangan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pembukuan dana
desa. Beberapa siklus yang terus-menerus digabung dari satu tingkat ke
tingkat berikutnya untuk membangun pengelolaan keuangan desa. Lanjut.
Keuangan desa dikelola secara metodis, dengan anggaran, dan terbuka,
demokratis, serta akuntabel.

sejak disahkan UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemdes akan
mendapatkan dana yang cukup besar yang dapat ditangani dan ditangani
secara efisien. Faktor terpenting dalam pengelolaan keuangan desa bukan
hanya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung, tetapi juga sumber
daya masyarakat yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang solid. Kami
menyadari bahwa kepala desa dan perangkat desa saat ini kebanyakan
adalah lulusan SMA dengan pengalaman akuntansi dan administrasi yang
terbatas. Akibatnya, mereka kesulitan membuat laporan keuangan desa
yang tidak boleh disepelekan karena jika terjadi kesalahan, laporan
keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Keadaan seperti itu akan
meragukan bantuan dalam mengumpulkan laporan keuangan desa dan
meminta pertanggungjawaban warga desa. Isu ini berdampak pada
perangkat desa, bendahara, tidak hanya di Desa Sumberejo, Kecamatan

Batu, atau Batu, tetapi di seluruh Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan norma daerah dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai dengan lahirnya Undang-
Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan pilihan
kelola keuangan daerah  pilihan menteri keuangan , maka dalam

menjalankan keuangan desa lebih substansial. Kendala ini dapat



menghambat tujuan program dana desa untuk meningkatkan suatu

kesejahteraan dalam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu,

penulis ingin mengkaji Tinjauan Pengelolaan Keuangan Dana Desa..

1.2 Rumusan Masalah

1.

Bagaimana pengelolaan keuangan dan desa Sumberejo berdasarkan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
Bagaimana laporan keuangan dana desa di Desa Sumberejo

Kecamatan Batu Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

13.1

1.3.2

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan desa Sumberejo
berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Untuk mengetahui laporan keuangan dana desa di Desa Sumberejo

Kecamatan Batu Kota Batu.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis

Kajian yang disajikan dalam makalah ini secara teori diharapkan
dapat memperluas pemahaman pembaca tentang ilmu ekonomi,
khususnya Manajemen, dengan menjadi bahan tambahan atau

referensi.

. Manfaat bagi akademisi

Manajemen bermaksud agar penelitian ini memberikan lebih
banyak rincian dan pengetahuan praktis kepada pembaca yang dapat
mereka gunakan sebagai sumber pertanyaan tentang Tinjauan

Keuangan Dana Desa..

3. Manfaat bagi pemerintah

Dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan ..

4 . Manfaat Bagi Universitas

untuk kepentingan mahasiswa S1 Universitas Tribhuwana Tunggadewi,

khususnya yang terdaftar di program studi Manajemen yang ingin

melakukan penelitian lebih lanjut tentang Tinjauan Pengelolaan Keuangan

Dana Desa.
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